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KEMENTERIAN HUKUMNM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-T135.AH.01.04. Tahun 2013
TENTANG

PEMGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM AN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Surat permohonan dari Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro, SH., M.Kn Nomor
I1/MNotX/2013 tanpgal 17 Okwober 2013 perihal permohonan pengesahan akia
pendirian vayasan yang diterima tanggal 23 Oktober 2013;

Bahwa seteloh  dilakekan penelitian terhadep Akta Pendivian Yayasan yang di
sampaikan  kepada Kementerian Hukuem Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut teluh
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
dapat disthkan; '

|, Undapg-Undang Nomor 16 Tabun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 113, Tambahan Lembaran Nepara
Republik  Indonesia Momor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubphan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
| 15, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 4430);

Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang Tentang Yavasan (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2008 Momor 134, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesis Nomor 4894);

Peraturan Pemerintah Republik Indenesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Adas Peraturan Pemerinih Memor 63 Talun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undeng Tentang Yavasan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomer 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387),
Peraturan Presiden Republik Indonesin Nemor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan,
Tugns, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
MLUHH-05.07.01,01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manuvsia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

rlemberikan Pengesaban Akla Pendivian

YAYASAN DARUL ULUM KADUPANDAK
MEWE 31803411, 3-406.000

berkedudukan di Kampung Caringin, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Desa
Wargnasih, Kecamatan Kadupandak, Kebupaten Cianjur, sesuni dengan Akta Nomor
27 tangeal 05 Juli 20123 vang dibunt oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,
SH., M.Kn bérkedudukan di Kabupaten Cianjur.

Keputusan ini mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan,

[itetapkan di lakarin
pada tanggal 31 Oktober 2013

A MENTERI HUEUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIRERTUR JE Nl}J*Ff"'ZLq_ MNISTRAST HUKUM UMUM
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PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264822 Fax (0263)281331 Cianjur 43285
E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAR LUPATEN CIAMNJUR
Nomor: 421.5/ 53 -4 /Bid SMA-SME/Kab/2015

Tentang

PEMBERIAN LJIN PENDIRIAN SEKOLAH SMA DARUL ULUM KADUPANDAK
KABUPATEN CIANJUR

PROGRAM IPA DAN IPS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Proposal Permohonan ijin Pendirian Sekolah SMA DARUL ULUM KADUPANDAK
Momor : D10/BIMC/12014, tangeal 10 November 2014, tentang Permohonan Pendirian
sekolah dengan Program Jurusan 1PA dan [PS.

Menimbiasng - & bahwa pendidikan adalah tanggungiawab keluargs, masyarakat dan pemerintah;

b, bahwa untek memberikan perluasan pelayanan kepada mosvarska sekitar, SMA
DARUL ULUM KADUPANDAK Kabupaten Cianjur mendirikan sekolah duengan
Progeam [PA dan [PS,

c. balwa semua persyaratin untub membuka program tesebut elah dilengkop ;

d. bahwa berdasarkan tersebut pada point a,b dan ¢ di ams, perlu diterbitkan
keputusan kepala dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMA
DARUL ULUM KADUPANDAE.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikon Nagional ¢
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemesintah Daeril (Lembaran
Megara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembiuran Megarn Nomor 4437)
sebagaimina telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomaor 12
Tahun 2008 tentang Perubuhan Kedua atas Undang-undang Momor 32 Tahuen 2004
tentang. Pemenntah Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4844
3. Peraturon Pemerintah Republik Indonesia Mo, 29 Tahun 19499, tentange Pendidikan
Menenpah;
4. Peraturan Pemcrintah  Noemor 17 Tahun 2010, entasg  Pengelofoan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Mepara Republik Indonesia Tuhun 2010
Momaor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51051 :
5. Petaran Pemerimtalh Nomor 32 Tahun 2013 tentang  Perubshan  Peraturan
Peraerintuh Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendicikar |
6. Keputuson Menterd Pendidikan MNasional Republik Indonesia Nomor @ 060/ 201072
tanggal 26 April 2002, teatng Pendinian Sekolah ;
}'::-L"P”“lb"i-'l-” Menien Pendidikan Masionn Hepublik Indooes Movinor W Talwn
2007, tentang Akreditasi Selalal -
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8. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit
Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
MNomor 04 Tahun 2009);

9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dings Pendidikan Kabupaten Cianjur;

10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahua 20066, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Dacrah Tahun 2006 Noinor
27

L1, Keputusan  Kepala  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Cianjur  Nomor
421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang  Pembentukan  Tim  Studi Eeelayzkan
Pembukaan SMASMEK  Negeri/Swasta, Kelas Jaul dan Membuka Program
Reahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

Memberikan izin kepada SMA DARUL ULUM KADUPANDAK [ abupaten Cianjur,
untuk mendinkan Sekolah dengan Program Jurusan IPA dun 195,

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaky sepdnjang mematuhi
semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas vang ditentukan (2 tah uny masih
belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannva stau
dicabut kembali.

Menugaskan kepads Kepala Bidang Bina SMA/SME Dinas Pendidikan Kabupaten
Cranjur untuk dilaksanakan pembinazn dan sgar berkoordinasi dengan pengawas Satuan
pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggarsan sekolalh tersebut,

Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, skan dinter
dalam keputusan tersendiri,

Eeputusan ini berlaku sejak tangeal ditetapkan. Apabila dikemudion hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini, akan disdakan perbuikon soperlunya,

Ditetapkan di » Cianjur
Ladg tngpal 1% Januari 2015

e 'T:;;_Hltpaln Dinas Pendidikan
B ETTT Katen Chanjur
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¥ th, Bapak Bupati Cianjur

Yith, ketua DPRD c.q Komisi |V Kabupaten Chanjui
Yih, kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Bura
Yth, Ketoa Dewan Pendidikan Kabupaten Clanjur
v'th, Koordinator Pengawas SMA Kabupaten Crangu

B, Vi Kepala SMA DARUL VIEUM KADCIPAND
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